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PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 

NOMOR'1~ TAHUN 2018 


TENTANG 


PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SUSl-man 
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata KeIja Unit 
Pelaksana Teknis Daerah; 

1. 	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Lampung Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); 

. 2. 	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. 	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomer 5679); 

4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

Peraturan Pemerintah Nemer 11 Tahun 2017 
5. 	 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

6. 	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 12 Tahun 
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasiflkasi 
Cabang DInas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

7. 	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah; 
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/
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 	 PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DAERAH. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat; 
2. 	 Pemerintah Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daer$; 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat; 
4. Sekretaris Oaerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat; 
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Barat; 
6. 	 Oinas adalah Perangkat daerah yang merupakan unsur Pelaksana urusan 

Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah; 
7. 	 Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 
8. 	 Unit Pelaksana Teknis Oaerah yang selanjutnya disingkat uno adalah 

organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah; 

9. 	 Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan 
teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan 
masyarakat; 

10. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis 
tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi 
induknya; 

·11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjang tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 
keahllan dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

BABIl 
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

Pasal2 

Deugau Peraturan Bupati ini dibentuk uno pada : 

a. 	 Oinas Kesehatan, UPTO lnstalasi Farmasi, kelas A 

~ b. 	 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat uno Pengelolaan 
Kawasan Sekuting Terpadu kelas A. 

c. 	 Satuan Polisi Pamong Praja; 
1. uno Pemadam Kebakaran Kecamatan Balik Bukit, Kelas A; 
2. uno Pemadam Kebakaran Kecamatan Belalau, Kelas A;-f( 
3. uno Pemadam Kebakaran Kecamatan Way Tenong, Kelas A; 

~ 4. uno Pemadam Kebakaran Kecamatan Kebun Tebu, Kelas A; 
5. vno Pemadam Kebakaran Kecamatan Sukau, Kelas A. 



• 
d. 	 Oinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga KeIja, 

UPTD Balai Latihan Ketja (BLK) Kelas A. 
e. Dinas Lingkungan Hidup, UPTO Pengelolaan Ak:hir Sampah Kelas A 

, f. Oinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, UPTO Perkuatan&~=. Permodalan Koperasi dan UKM Kelas A. 
g. 	 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; 

! 1. UPTO Pengelolaan Sarana Pariwisata kelas Ai dan 
2. UPTO Promosi Pariwisata kelas A. 

h. 	 Oinas Perikanan, terdiri dari : 
1. 	UPTO Budidaya ikan kelas Ai dan 
2. 	 UPTO Kawasan Perairan Umum kelas A. 

i. 	 Oinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, UPTO Balai Pelaksana 
Penyuluhan Pertanian ke1as A. 

j. 	 Oinas Perkebunan dan Peternakan terdiri dari : 
1. UPTO Kebun Induk Kopi kelas A; 
2. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pengembangan Temak kelas Ai 

a. 	UPTO Puskeswan dan Pengembangan Temak Lumbok Seminung 
membawahi: 
1) Kecamatan Lumbok Seminung; dan 
2) Keeamatan Sukau. 

b. UPTO Puskeswan dan Pengembangan Temak Liwa membawahi: 
1) Keeamatan Balik Bukit; dan 
2) 	 Keeamatan Batu Brak. 

c. 	 UPTO Puskeswan dan 
membawahi:• 
1) Kecamatan Batu Ketulis 
2) Keeamatan Belalau; dan 
3) Keeamatan Sekincu. 

d. 	UPTD Puskeswan dan 
membawahi: 
1) Kecamatan Way Tenong; 

Pengembangan Ternak Batu Ketulis 

Pengembangan Ternak Way Tenong 

2) Kecamatan Pagar Oewa; dan 

3) Keeamatan Air Hitam. 


e. 	 UPTO Puskeswan dan Pengembangan, Ternak Gedung surian 
membawahi: 
1) Kecamatan Gedung Surian; 
2) Kecamatan Kebun Tebu; dan 
3) Kecamatan Sumber Jaya. 

f. 	 UPTO Puskeswan dan Pengembangan Temak Bandar Negeri Suoh 
membawahi: 
1) Kecamatan Bandar Negeri S"uoh; dan 
2) Kecamatan Suoh. 

3. UPTO Rumah Potong Hewan Ruminansia kelas Ai dan 
k. 	 Badan Penelitian dan Pengembangan UPTO Pengelo1aan Kebun Raya Liwa 

kelas A. 
1. 	 Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTO Oinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil kelas A Way Tenong membawahi: 
I. 	Kecamatan Way Tenong; 
2. ,Kecamatan Air Hitam; 
3. 	Kecamatan Sumber Jaya; 
4. 'Keeamatan Gedung Surian; 
5. 'Kecamatan Kebun Tebu; 
6. :Kecamatan Pagar Oewa; dan 

7.,Kecamatan Sekincau. 




Bagian Kedua 
, Kedudukan 

Pasal3 

, 

(1) 	 UPTD sebagaimana dimaksud 'dalam Pasal 2 berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan sesuai dengan bidang 
urusan Pemerintah atau penunjang urusan pemerintahan yang 
diselenggarakan. 

(2) 	 UPTD merupakan bagian dan perangkat daerah. , 
(3) 	 UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD. 

BAB III 

SUSUNAN ORGANlSASI 


Pasa14 


(1) 	 Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri 
dan : 
a. 	Kepala UPTD; 
b. 	Sub Bagian Tata Usaha; dan 
c. 	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) 	 Kepala UPTO sebagaimana dimaksud pada a.yat (1) huruf a berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Oinas melalui Kepala Bidang yang 
menangani urusan tersebut. 

(3) 	 Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD. 

(4) 	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada kepala UPI'D. 

o 	 • 

(5) 	 Bagan Organisasi UPTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 
dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan 
Bupati ini. 

BABIV 

TUGAS OAN FUNGSI 


Bagian Kesatu 

UPTD Instalasi Farmasi 


Pasal5 


(1) 	 UPI'D Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis dibidang pengelolaan obat, perbekalan 
dan peralatan kesehatan. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Instalasi Farmasi mempunyai fungsi : 

. a. 	 penyiapan bahan perencanaan dan program kerja teknis di bidang 
pengelolaan ohat, perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan; 



b. 	 pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di 
lingkup UPTD Instalasi Fannasi; dan 

c. 	 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD 
lnstalasi Fannasi. 

Pasal6 

(1) 	 Kepala UPTD Instalasi Fannasi mempunyai tugas memimpin, 
mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan tugas teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis dibidang pengelolaan obat, 
perbekalan fannasi dan peralatan kesehatan. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), UPTD 
lnstalasi Fannasi mempunyai fungsi : 
a. 	 penyiapan bahan perencanaan dan program kerja teknis di bidang 

pengelolaan obat, perbekalan fannasi dan peralatan kesehatan; 
b. 	 pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di 

lingkup UPTD Instalasi Fannasi; dan 
c. 	 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPT 

Instalasi Fannasi. 

(3) 	 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala UPTD Instalasi Fannasi mempunyai rincian tugas: 
a. 	 melayani Puskesmas dalam mengambil ohat, vaksln, suplemen 

kesehatan dan perbekalan kesehatan berdasarkan daftar alokasi yang 
sudah dibuat agar pengeluaran dapat dipantau dengan baik; 

b. 	 menerlma cbat, vaksin, suplemen kesehatan dan perbekalan kesehatan 
dengan mengecek kondisi fisik berdasarkan dokumen pengadaan dalam 
rangka terjamlnnya kualitas dan kualitas barang yang diterlma; 

c. 	 mengelola obat, vaksin, suplemen kesehatan dan perbekalan melalui 
sistem penyimpanan yang baik agar kondisi barang tidak mudah rusak; 

d. 	 membuat daftar alokasi obat dan perbekalan kesehatan berdasarkan 
hasil analisis laporan pemakaian dan lembar permintaan obat (LPLPO) 
Puskesmas agar pe1nanraatan dapat efektif dan efisien; 

e. 	 melakukan distribusi ohat dan perbekalan kesehatan ke puskesmas 
berdasarkan daftar alokasi yang sudah dbuat agar pengeluaran obat 
dan perbekalan kesehatan dapat dipantau dengan baik; 

f. 	 mencatat pengeluaran obat dan perbekalan kesehatan pada kartu stok 
dan stelling untuk mengetahui sisa obat dan perbekalan kesehatan yang 
ada di gudang penyimpanan; 

g. 	 memberikan fasilitasi teknis dalam penggunaan obat rasiona1; 
h. 	 menilai prestasi kerja PNS dilingkup UPTD Instalasi Farmasi 

berdasarkan Sasaran KerjaPegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah 
dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian prestasi 
kerja PNS; dan 

i. 	 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 7 

(1) K~pala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi mempunyai 
tugas membantu Kepala UPTD Instalasi Farmasi di bidang Tata Usaha. 



(2) 	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi mempunyai 
fungsi : 

,4 a. pelaksanaan perencanaan kegiatan ketatausahaan umum, keuangan 
~. 	 ' dan kepegawaian di lingkup UPTD Instalasi Farmasi; 

b. 	 pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di 
lingkup sub bagian Tata Usaha; dan 

c. 	 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan ketatausahaan 
umum, keuangan dan kepegavl'aian di lingkup UPTD Instalasi Farmasi. 

(3) 	 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas : 
a. 	 menyusun program keIja dan kegiatan tata usaha di lingkungan UPT 

Instalasi Farmasi; 
b. 	 melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi 

dan urusan keuangan di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi; 
c. 	 melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga, dan 

pemeliharaan kantor dilingkungan UPI'D Instalasi Farmasi; 
d. 	 meIaksanakan penyusunan terhadap kebutuhan dan distribusi barang 

di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi; 
e. 	 melaksanakan evaluasi program dan pelaporan pelaksanaan urusan 

tata usaha di lingkungan UPI'D Instalasi Farmasi; 
f. 	 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk 

ke1ancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kedua 
UPTD Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu 

Pasal8 

(1) 	 UPTD Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan kawasan berdasarkan peraturan perundang­
undangan yang berlaku; 

(2) 	 Untuk meIaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), UPTD 
Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan pengelolaan kawasan yang meliputi pengendalian 

pemanfaatan dan pengembangan kawasan; 
b. pengkoordinasian dan pemaduan pelaksanaan kegiatan di lingkungan 

UPTD dengan OPD yang memlliki tanggung jawab terhadap pengelolaan 
fasilitas dan program pembangunan flsik dan non flsik; 

c. peIaksanakan keama.nan, kebersihan, pemeliharaan kawasan dan 
pengkoordinasian dengan instansi lain yang melaksanakan kegiatan ill 
kawasan; 

d. pemantauan kegiatan instansi lain di kawasan; 
e. pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis dan non teknis 

pelaksanaan kegiatan instansi lain di kawasan; dan 
f. 	pengendalian operasional/kegiatan penggunaan gedung­

geduns/fasilitas di kawasan; 

iUt-'U 
IJ.... 



Pasa19 

(1) 	 Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu mempunyai tugas 
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalik.an pelaksanaan tugas 
kegiatan teknis operasionaldi bidang pengelolaan kawasan di luar 
bangunan yang menjadi kewenangan instansi lain. 

(2) 	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu mempunyai fungsi: 
a. 	 pelaksanaan perencanaan,. pengorganisasian, pengawasan dan 

pegendalian kegiatan pengelolaan Kawasan; 
b. 	 pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana keIja tahunan pengelolaan 

kawasan; 
c. 	 pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian UPTD; 

dan 
d. 	 pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan kegiatan UPTD. 

(3) 	 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
UPTD Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu mempunyai urman tugas : 
a. 	 melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan 

pengendalian di lingkungan kawasan; 
b. 	 menyusun rencana keIja tahunan pengelolaan kawasan; 
c. 	 melaksanakan kegiatan dan fasllitasi serta penyiapan bahan untuk 

pemanfaatan dan pengembangan kawasan; 
d. 	 melaksanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk merumuskan 

kebijakan operasional pengelolaan kawasan; 
e. 	 menyusun rencana dan program pengelolaan kawasan; 
f. 	 melakukan monitoring pemanfaatan dan pengembangan kawasanj 
g. 	 melaksanakan inventarisasi permasalahan di wilayah keIja dalam 

rangka merumuskan langkah-langkah pemecahannyaj 
h. 	 menghimpun. mengelola bahan dan data yang berhubungan dengan 

pengendalian pemanfaatan dan pengembangan kawasan; 
i. 	 melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 

OPD yang bertanggung jawab terhaciap pengelolaan fasilitas dan 
program pembangunan fisik dan non fisik; 

j. 	 melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada 
pimpinan; 

k. 	 menilai prestasi kerja PNS di lingkup UPTD PKST berdasarkan 
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku keIja yang telah dicapai 
untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian prestasi keIja 
Pegawai Negeri Sipil; dan 

n. 	melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan 
untuk kelancaran tugas berdasarkan standar norma dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

+~ 	 Pasa110 
, 

(1) 	 Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu 
mempunyai tugas membantu Kepa1a UPTD di bidang Tata Usaha; 

"-;' 

-~ (2) 	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 

, , a: 	 penyiapan bahan rumusan teknis pengelolaan kawasan dllingkup 
UPI'D; 

http:mengendalik.an


b. 	 perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan umum, 
keuangan dan kepegawaian di lingkup UPTD; 

c. 	 pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, rumah 
tangga, perlengkapan dan keuangan UPTDj dan 

d. 	 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan UPTD. 

(3) 	 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas : 
a. 	 menghimpun dan pempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 
lain di bidang ketatausahaan; 

b. 	 melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi 
kepegawaian dan urusan keuangan UPTD; 

c. 	 melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan 
kantor pada UPTD; 

d. 	 menyusun program keIja dan kegiatan tata usaha UPTD; 
e. 	 menyiapkan bahan perencanaan dalam rangka penyusunan bahan 

kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi, 
pengembangan informasi dan teknologi terkait administrasij 

f. 	 menyiapkan bahan perencanaan dan analisis kebutuhan di lingkup 
UPTD; dan 

g. 	 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan 
untuk keiancaran tugas berdasarkan standar norma dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Ketiga 

UPTD Pemadam Kebakaran 


Pasalll 


(1) 	 UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan tugas Satpol 
PP di bidang Penanggulangan Kebakaran serta tugas pembantuan yang 
diberikan oleh Kepala Satuan. 

(2) 	 Dalam melaksanakan tugas, UPTD Pemadam Kebakaran, mempunyai 
fungst: 
a. 	perencanaan teknis dibidang pemadam kebaran; 
b. 	 pelaksanaan teknis dibidang pemadam kebakaran; dan 
c. 	 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan UPTD. 

Pa.sal12 

(1) 	 Kepala UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai tugas memimpin, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam 
melaksanakan sebagian tugas Satuan P9lisi Pamong Praja di bidang 
Penangguiangan Kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan oleh 
Kepala Satuan. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (I), Kepala 
UPTD Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi: 
a. : penyusunan rencana dan program keIja kegiatan penanggulangan 

:, kebakaran di lingkup UPTD Pemadam Kebakaran; 
b. 'penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan 

: penanggulangan kebakaran di lingkup UPTD Pemadam Kebakaran; 



c. 	 penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran di 
lingkup UPTO PemaciamKebakaran; 

d. 	 pe\aksanaan dan pengclolaan urusan ketatausahaan umum dan 
kepegawaian di Ungkup UPTD Pemadam Kebakaran; dan 

. e. 	 pelaksanaan monitoring,' evaluasi dan pelaporan kegiatan 
penanggulangan kebakaran di lingkup UPTD Pemadam Kebakaran. 

(3) 	 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala 
UPTO Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas : 
a. 	memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan 

UPTO Pemadam Kebakaran yang menjadi tugas dan kewenangannya; 
b. mempelajari 	 peraturan perundang~undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang 
berhubungan dengan bidang Pemadam Kebakaran; 

c. 	 pelaksanaan penyusunan rencana dan program kelja sebagai bahan 
pelaksanaan kegiatan UPTO Pemadam Kebakaran; 

d. 	menghimpun dan' mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain 
yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPTD Pemadam 
Kebakaran sebagai pedoman dan landasan keIja; 

e. 	 mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 
permasalahan, melaksanakan pemecahan permasalahan yang 
berhubungan dengan tugas-tugas bidang pemadam kebakaran dan 
penyelamatan (rescue) bencana lainnnya; 

f. 	 memberikan pelayanan informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang 
berkaitan dengan pemadam kebakaran; 

g. 	 melaksanakan pengawasan dan pembinaan juru pemadam dan juru 
penyelamat (rescue); 

h. 	menyelenggarakan pelaksanaan pemadam kebakaran dan penyelamatan 
(rescue) bencana lainnya; 

i. 	 menyiapkan bahan penetapan Surat Tugas Juru Padam; 
j. 	 pelaksanaan koordinasi' dengan instansi lain dalam upaya 

penanggulangan kebakaran di Ungkup UPTD Pemadam kebakaran; 
k. 	pe\aksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

Pen.anggulangan Kebakarari di lingkup UPTD Pemadam kebakaran; 
1. 	 menilai prestasi keIja bawahan di Ungkup UPTD Pemadam kebakaran, 

berctasarkan basil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai 
bahaD. pertimbangan .dalam meningkatkan katier dan atau penilaian 
Sasaran KineIja Pegawai (SKP) PegawaiNegeri Sipil; dan 

m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan berdasarkan 
standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal13 

(1) 	 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai 
tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi 
umum, perencanaan,' keuangan, kepegawaian dan evaluasi serta 
pelaporan. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 
a. ~ 	 penyiapan bahan penyusunan rencana dan program keIja kegiatan 

UPTD Pemadam Kebakaran; 
~: pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kelja; 
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c. 	 pengelolaan adminis.trasi umum dan administrasi kepegawaian, 
perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan di lingkup 
UPTD Pemadam Kebakaran; dan 

d. 	 pelaksanaa"'l monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD 
Pemadam Kebakaran. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
UPTD Pemadam Kebakaran menyelenggarakan Cungsi: 
a. 	 memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan 

UPTD Pemadam Kebakaran yang menjadi tugas dan kewenangannya; 
b. 	 mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan pet1.!njuk teknis serta bahan-bahan lain yang 
berhubungan dengan bidang Sub Bagian Tata Usaha; 

c. 	 merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sub Bagian Tata Usaha; 

d. 	 menyiapkan bahan penyusunan rencana kelja dan rencana kegiatan 
UPTD Pemadam Kebakaran; 

e. 	 menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, 
dokumentasi dan administrasi kepegawaian; 

f. 	 melaksanakan pengelolaan perlengkapan rumall tangga dan 
pemeliharaan kantor ill lingkup UPTD Pemadam kebakaran; 

g. 	 melaksanakan penyusunan terhadap kebutuhan dan distribusi barang 
di lingkup UPTD Pemadam kebakaran; 

h. 	mengelola administrasi keuangan di lingkup UPTD Pemadam 
kebakaran; 

i. 	 menyusun rencana dan kebutuhan anggaran kegiatan UPTD Pemadam 
.. kebakaran; 

j. 	 pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk 
pelaksanaan kelancaran tugas; 

k. 	 pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD 
Pemadam kebakaran secara berkala; dan 

1. 	 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Keempat 
UPTD Ba1ai Latihan Kelja 

Pasal14 

{II 	 UPTD Balai Latihan Kelja mempunyai tugas melaksanakan pendidikan 
dan pelatihan tenaga ke1ja. 

(21 	 Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Balai Latihan Kelja mempunyai fungsi : 
a. 	penyusunan rencana kelja UPTD Balai Latihan Kelja 
b. 	pelaksanaan pelatihan ke1ja dan uji keterampilan 
c. 	 pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Balai Latihan Kerja 
d.; pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegitan UPTD Balai Latihan 

. Kelja, dan', 	
'~ e. ' pelaksanaan penge10laan ketatausahaan. 

I 



PasallS 

(1) 	 Kepala UPI'D Balai Latihan Ketja mempunya! tugas memimpin, 
mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPI'D Balai 
Latihan Ketja di wilayahkeIjanya. 

(2) 	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala UPTD Balai Latihan Ketja mempunya! fungsi: 
a. 	penyusunan rencana ketja UPI'D Bala! Latihan Ketja; 
b. 	pelaksanaan pelatihan keIja dan uji keterampilanj 
c. 	 pemeliharaan sarana dan prasarana UPI'D Balai Latihan KeIja; dan 
d. 	pengawasan dan evaIuasi pelaksanaan kegitan UPI'D Balai Latihan 

Ketja; 

(3) 	 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepa1a UPTD Ba1ai Latihan KeIja mempunyai rincian tugas : 
a. menghimpun dan mempeIajari peraturan perundangan-undangan, 

pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan­
bahan lain di bidang latihan ketjaj 

b. menyusun program dan kegiatan UPI'D Balai Latihan Keljaj 
c. 	melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kelja; 
d. melaksanakan ujian terhadap peserta pelatlhan; 
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup UPI'D Balai Latihan 
Keljaj 

f. 	menila! prestasi ketja bawahan di lingkup UPI'D Pemadam kebakaran, 
berdasarkan hasil kelja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai 
bahan pertimbangan da1am meningkatkan karier dan atau penilaian 
Sasaran Kinelja Pegawai (SKP) Pegawa! Negeri Sipil; dan 

g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal16 

(1) 	 Sub Bagian Tata Usaha UPI'D Balai Latihan Ketja mempunyai tugae pokok 
membantu Kepala UPTD Balai Latihan Ketja dibidang ketatausahaanj 

(2) 	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
KepaIa Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsl: 
a. 	pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, 


perlengkapan, keuangan dan tatalaksanaj 

b. 	penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan 

koordinasi penyusunan program, penyusunan data statistik, analisis 
dan evaluaei serta pelaporan pelaksanaan program; dan 

c. 	 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup UPI'D Bala! 
Latihan KeIja. 

(3) 	 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Sub Bagian tata Usaha mempunyai rincian tugas : 
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan-undangan, 

: pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan­
bahan lain di bidang ketatausahaan; 

b~ melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, 
: kepegawaian, dan urusan keuanganj 



c. melaksanakan urusan pedengkapan dan rumah tangga serta 
pemeliharaan gedung kantor UPTO Balai Latihan Kerja. 

d. menyusun dan menyiapkan bahan serta mengkoordinasikan program 
dan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan perencanaan dan analisis kebutuhan di lingkungan 
UPTD Balai Latihan Kerja; 

f. 	melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di 
lingkungan UPTO Balai Latihan Kerja; 

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan di 
lingkup UPTO Balai Latlhan Kerja; dan 

h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kelima 

UPTO Pengelolaan Akhir Sampah 


Pasal17 


(1) 	 UPTD Pengelolaan Akhir Sampah mempunyai tugas teknis operasional di 
bidang pengelolaan akhir sampah. 

(2) 	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTO 
Pengelolaan Akhir Sampah mempunyai fungsi: 
a. 	 perencanaan tekriis di bidang pengelolaan akhir sampah; 
b. 	 pelaksanaan teknis di bidang pengelolaan a,khir sampah; 
c. 	 pelayanan jasa di bidang pengelolaan akhir sampah. 
d. 	 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan 

akhir sampah. 

Pasal18 

(1) 	 Kepala UPTO Pengelolaan Akhir Sampah mempunyai tugas memimpin, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT 
Pengelolaan Akhir Sampah. 

(2) 	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Kepala UPTO Pengelolaan Akhir Sampah mempunyai fungsi: 
a. 	 pelaksanaan perencanaan kegiatan Pengelolaan Akhir Sampah; 
b. 	 pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penelitian 

bidang Pengelolaan Akhir Sampah; 
c. 	 pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian UPTO; 
d. 	 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan kegiatan UPTO 

Pengelolaan Akhir Sampah. 

(3) 	 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
UITO mempunyai uraian tugas : 
a. 	 memimpin dan menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis di UPTO 

Pengelolaan Akhir Sampah yang menjadi tugas dan kewenangannya; 
b. 	 menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan 

mengkoordinasikan kegiatan UPTO; 
c. 	 menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 
lain yang berhubungan dengan UPTO 

d., 	menyusun rencana ketja serta langkah-langkah kegiatan tempat 
, pengelolaan akhir sampah pada UPTD; 



, 
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e. 	 mengumpulkan bahan, menyusun rencana dan mengusulkan 
kebutuhan sarana dan. prasarana UPTD; 

f. 	 memelihara dan menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban di 
sekitar UPTD Pengelolaan Akhir Sampah: 

g. 	 melaksanakan koordinasi/keIja sama dan kemitraan dengan unit 
ke:rja/instansi/lembaga atau pihak terkait dalam penanganan/ 
pengelolaan sampah dan IPLT; 

h. 	 melaksanakan pemilahan sampah organik dan non organik dalam 
upay'a pengurangan volume sampah di lokasi UPTD: 

i. 	 melaksanakati pembuatan komposting dan pengemasan dalam upaya 
pemanfa.a.tan limbah yang ada; 

j. 	 melaksanakan pemeliharaan alat/ sarana prasarana yang tersedia 
dalam UPTD: 

k. 	 melaksanakan pencegahan penyebaran wahab penyakit melalui 
penyemprotan lalat; 

l. 	 melaksanakan penanganan dan pemantauan kolam 1eachet dan 
pengamatan pipa-pipa gas; 

m. 	melaksanakan penyediaan air untuk pencucian alat-alat berat dan 
kendaraan roda 4 (empat); 

n. 	 melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan 
pengelolaan akhir sampah; 

o. 	 memberikan saran, pertirobangan kepada Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup daJam rangka penetapan kebijakan di bidang pengelolaan 
sampah UPTD Pengelolaan Akhir Sampah; 

p. 	 melaksanakan koordinasi kegiatan pengelolaan sampah akhir dengan 
sub unit keIja lain di Dinas Lingkungan Hidup; 

q. 	 melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup; 

r. 	 melaksanakan monitoering, evaluasi dan pelaporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada 
pimpinan; 

s. 	 menilai prestasi keIja PNS di lingkup keIja UPTD Pengelolaan Akhir 
Sampah berdasarkan Sasaran KeIja Pegawai (SKP) dan prilaku keIja 
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian 
prestasi keIja Pegawai Negeri Sipil; dan 

t. 	 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan kepada pimpinan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal19 

(1) 	 Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Pengelolaan Akhir Sampah di bidang Tata Usaha. 

(2) 	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Repala Sub Bagian Tata Usaha Pengelolaan Akhir Sampah mempunyai 
fungsi : 
a. 	 pelaksanaan dalam penyusunan dan perencanaan kegiatan Pengelolaan 

akhir sampah; 
b. 	 pengelola administrasi umum, kepegawaian, dan pengelolaan keuangan 

UPTD; 
c. 	 •pengelola kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan UPTD; 
d. 	.pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di lingkungan sub 

"bagian Tata Usaha UPTD. 
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(3) 	 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas: 
a. 	 melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, 

kepegawaian dan urusan keuangan di lingkungan UPTD; 
b. 	 melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan 

kantor Unit UPTD; 
c. 	 menyusun program kerja dan menyiapkan bahan serta 

mengkoordinasikan program dan kegiatan; 
d. 	 menyiapkan bahan perencanaan dalam rangka penyusunan bahan 

kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi 
pengembangan teknologi; 

e. 	 menyiapkan bahan perencanaan dan analisis kebutuhan di lingkup 
.UPTDj 

f. 	 melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di 
lingkungan UPTD; 

g. 	 mengkoordinasikan kegiatan dengan kelompokjabatan fungsional; 
h. 	melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program serta 

kegiatan UPTD; dan 
i. 	 melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan 

standar, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Keenam 

UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM 


Pasal20 


{l} 	 UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM mempunyai tugas 
melakukan pengeloaan keuangan dan melaksanakan pemberdayaan Usaha 
Mikro, Kedl dan Menengah (UMKM) melalui program permodalan dalam 
rangka peningkatan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian 
daerah. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, UPTD Perkuatan 
Permodalan Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi: 
a. pemberian Layanan Perkuatan Modal Usaha kepada Koperasi UMKM; 
b. peningkatan produktivitas dan skala usaha UMKM; 
c. peningkatan mutu sumber daya manusfa UMKM penerima perkuatan 

modal usaha ; 
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan. 

Pasal21 

(1) 	 Kepala UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM mempunyai tugas 
memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengendalikan 
pelaksanaan tugaa UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan Uaaha Mikro 
Ked! dan Menengah. 

(2) 	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM mempunyai fungsi: 

a. 	 perencanaan dan pe1ak!3aDaan kegiatan Perkuatan Modal Koperasi dan 
UMKM; 
pelaksanaan pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan; 



c. 	 pelaksanaan Urusan Ketatausahaan, Keuangan, Umum dan 
Kepegawaian UPTDj dan 

d. 	 pe1aksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pe1aporan kegiatan Perkuatan 
Modal bagi Koperasi dan UMKM. 

(2) 	Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala 
UPTD mempunyai rincian tugas: 
a. 	 memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan 

mengevaluasi penyelengaraan kegiatan UPTD; 
b. 	 menyusun Rencana Program Kegiatan UPTD; 
c. 	 menyusun Rencana Bisnis UPTDj 
d. 	 menyiapkan RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran); 
e. 	 niemberikan layanan perkuatan modal Koperasi dan UMKM; 
f. 	 meningkatkan produktifitas dan skala usaha UMKM; 
g. 	 meningkatkan mutu sumber daya manusia UMKM penerima dana 

perkuatan modal usaha; 
h. 	menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kine:tja operasional 

serta keuangan UPTD kepada Bupati; 
i. 	 menilai prestasi ke:tja PNS di lingkup ke:tja UPTD Pengelolaan Akhir 

Sampah berdasarkan Sasaran Ke:tja Pegawai (SKP) dan prilaku ke:tja 
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian 
prestasi ke:tja PegawaiNegeri Sipi1; dan 

j. 	 melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan 
berdasarkan standar norma dan peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasa122 

(1) 	Sub bagian Tata Usaha UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM 
mempunyai tugas melal{sanakan urusan ketatausahaan, keuangan, 
kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. 	perencanaan program dan kegiatan UPTD; 
b. 	pengelolaan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan 

kepegawaian UPTD; 
c. 	 pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan UPTD; dan 
d. 	pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

(3) 	 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas : 
a. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, 

kepegawaian, keuangan, pedengkapan, umum dan rumah tangga UPTD; 
b. 	mengkoordinasikan penyusunan RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran); 
c. menyiapkan DPA-RBA; 
d. melakukan pengelolaan dan biaya; 

e.menyelengarakan pengelolaan kas; 

f. .melakukan pengelolaan utang piutang; 

g.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan 

h. ,menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; 
i. .mengadministrasikan proposal pinjaman UMKM; 
j . .menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi; 
k. .menyelengga.rakai1 akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; 

, 
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1. 	 menyampaikan laporan bUlanan dan mempertanggungjawabkan kineIja 
administrasi serta keuangan UPTO kepada Kepala UPTO; dan 

m.melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan 
berdasarkan standar norma dan peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

Bagian Ketujuh 

UPTO Pengelolaan Sarana Pariwisata 


Pasa123 


(1) 	 UPTD Pengelolaan Sarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
yang merupakan tugas dan fungsi Oinas Kepemudaan, Olahraga dan 
Pariwisata dibidang pengelolaan sarana pariwisata sesuai dengan 
Peraturan perundang-undangan. 

(2) 	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
UPTO Promosi Pariwisata mempunyai fungsi: 
a. 	 perencanaan teknis dibidang pengelolaan sarana pariwisata; 
b. 	 pelaksanaan teknis dibidang pengelolaan sarana pariwisata; dan 
c. 	 pelaksanaan monitoring, eValuasi dan pelaporan dibidang pengelolaan 

sarana pariwisata. 

Pasal24 

(1) 	 Kepala UPTO Pengelolaan Sarana Pariwisata mempunyai tugas 
melaksanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas 
kegiatan teknis operasional Oinas dibidang pengelolaan sarana pariwisata. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
UPTD Pengelolaan Sarana mempunyai rungsi: 
a. 	pelaksanaan perencanaat;l kegiatan pengelolaan sanma pariwisata di 

Hngkungan UPTD pengelolaan sarana pariwisata; 
b. 	pelaksanaan pembinaan, pengawasan pengendalian dan penilaian 

kegiatan penge101aan sarana pariwisata di lingkungan UPTO 
perlgelolaan sarana pariwisata; 

c. 	 pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian 
dilingkup UPTO Pengelolaan Sarana Pariwisata; dan 

d. 	pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan 
serta teknis di lingku p UPT Pengelolaan Sarana Pariwisata. 

(3) 	 Untuk menyelenggarakan rungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
kepala UPTD Pengelolaan Sarana Pariwisata mempunyai rincian tugas; 
a. 	memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan 

tugas UPTO pengelolaan Sarana Pariwisata dalam menyelenggarakan 
tugas dan kewenangannya; 

b. 	mengbimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 
lain yang berhubungan dengan bidang Pengelolaan Sarana Pariwisata; 

c. 	 menyusun porgram keIja sebagai bahan pelaksanaan kegiatan UPT 
pengelolaan Sarana. Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku; , 



d. mengorganisasi 	kegiatan UPTD Pengelolaan Sarana Pariwisata baik 
berupa penentuan tugas para penanggungjawab dan pelaksanaan 
kegiatan maupun penggalangan keIjasama dengan sektor terkait dan 
atau multi sektor dan pemberdayaan masyarakat melalui keIjasama 
langsung maupun tidak langsung agar pengorganisasian di UPTD 
Penge101aan Sarana Pariwisata dapat beIjalan dengan baikj 

e. 	 menyelenggarakan dan pengendalian kegiatan teknis dan administrasi 
sebagai pedoman sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlakuj 

f. 	 melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di 
lingkungan UPTD Pengeiolaan Sarana Pariwisata; 

g. 	 menilai prestasi keIja bawahan di lingkup UPTD Pengelolaan Sarana 
Pariwisata berdasarkan hasil keIja yang telah dicapai sehagai bahan 
peqmbangan dalam meningkatkan karier dan sasaran keIja pegawai 
(SKP) Pegawai Negeri Sipilj dan 

h. 	melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan standar normal dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal25 

(1) 	 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sarana Pariwisata 
mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam pengelolaan urusan 
administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan evaluasi 
serta pelaporanj 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha menye1enggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana dan program keIja lingkup sub bagian UPTDj 
b. 	penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang rencana, monitoring 

dan evaluasi; 
c. 	 pengolahan, penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasij 

dan 
d. 	pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di sub 

bagian bagian tata usaha UPTD. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas : 
a. 	memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana keIja sub 

bagian tata usaha unit pelaksana teknis dinas yang menjadi tugas dan 
kewenangannya; 

b. 	menyiapkan bahan 1rebijakan, melaksanakan pembinaan dan 
mengkoordinasikan kegiatan di sub bagian tata usaha UPTD; 

c. 	menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain 
yang berhubungan dengan sub bagian tata usaha UPTD; 

d. melaksanakan pelayanan teknis administratif di lingkup UPTD; 
e. 	 merumuskan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi 

umum; 
f. ',merumuskan dan menjabarkan kebijakan teknis pengyelenggaraan 

:administrasi 	 umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan 
perlengkapan UPTj dan--i.. 

g. ,melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk 
:kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan 
'peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



Bagian kedelapan 

UPTD Promosi Pariwisata 


A. 	 r Pasal26 

(1) 	 UPfD Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang 
merupakan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 
dibidang promosi pariwisata diluar wilayah kabupaten , perwakilan serta 
asrama mahasiswa sekala bekhak sesuai dengan peraturan perundang­
undangan. 

(2) 	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), UPTD 
Promosi Pariwisata mempunyai fungsi : 
a . 	 perencanaan teknis dibidang promosi pariwisata; 
b. 	 pelaksanaan teknis dibidang promosi pariwisata; 
c. 	 pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang promosi 

pariwisata. 

Pasal27 

(1) 	 UPTD Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan, 
mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas kegiatan teknis 
01-- ~rasional bidang pr01 osi pariwisata di luar wilayah kabupaten, 
perwakilan serta asrama mahasiswa sekala bekhak. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
UPTD Promosi Pariwisata menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan perencan aan kegiatan bidang promosi pariwisata, 

perwakilan serta asrama mahasiswa sekala bekhak; 
-..r 	 b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan pengendalian dan penilaian 

kegiatan bidang promosi pariwisata, perwakilan serta asrama mahasiswa 
sekala bekhak; 

c . pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian dilingkup 
UPTD promosi pariwisa ta, asrama mahasiswa sekala bekhak dan 
perwakilan; dan 

d . pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan serta 
teknis dilingkup UPTD Promosi Pariwisata. 

(3) 	 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala UPTD Promosi Pa riwisata mempunyai rindan tugas: 
a. memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas 

UPTD Promosi Pari\visata dalam penyelenggaraan tugas dan 
kewenangannya; 

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain 
yang berhubungan dcngan bidang Promosi Pariwisata, asrama 
mahasiswa sekala bekhak serta perwakilan; 

c. 	menyusun program keJ ja sebagai bahan pelaksanaan kegiatan UPTD 
Promosi Pariwisata SeStl ai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

d. menggali, 	menghimpun , menganalisa dan mempromosikan pariwisata 
untuk diketahui secara pasti potensi wisata sebagai bahan perencanaan 
program keIja; 



, 


e. mengorganisasi kegiatan UPTD Fromosi Pariwisata baik berupa 
penentuan tuga8 para penanggungjawab dan pelaksanaan kegiatan 
maupun penggalangan kerjasama dengan sektor terkait dan atau multi 
sektor dan pemberdayaan masyarakar melaui kerjasama langsung 
maupun tidak !angsung agar pengorganisasian di UPTD Fromosi 
Pariwisata dapal beljalan dengan baik; 

f. 	 menyeJcnggarakan dan pengendalian kegiatan teknis dan administrasi 
sebagai pedoman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g. 	melaksanakan m::mitoring evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di 
lingkungan UPTD Pramosi Pariwisata; 

h. menilai prestasi keIja bawahan dilingkup UPTD Promos! Pariwisata 
berdasarkan hasi] keIja yang telah dicapai sebagai bahan pertimbangan 
daJarn meningkatkan karier dan penilaian daftar penilaian pelaksanaan 
kerja (DP3) Pegawai Negeri Sipil; dan 

L 	 melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas sesuai dengan standar norma dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal28 

(1) 	 Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD 
dalam pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, keuangan, 
kepegawaian dan evaluasi serta peJaporan; 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 
a. 	penyusunan rencana dan program keIja lingkup sub bagian UPTD; 
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang rencana, monitoring dan 

evaiuasi', 
c. pengolahan, penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasi; 

dan 
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan peiaporan program di sub bagian 

bagian tata usaha UPTD. 

(3) 	 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas: 
a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja sub 

bagian tata usaha unit pelaksana teknis dinas yang menjadi tugas dan 
kewenangannya; 

b. menyiapkan bahan kebijaka,.'1, melaksanakan pemOlnaan dan 
mengkoordinasikan kegiatan di sub bagian tata usaha UPTD; 

c. rnenghirnpun dan rnernpeJajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedornan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain 
yang berhubungal1 d'engan sub bagian tata usaha UPTD; 

d. 	melaksanakan pelayanan teknis administratif di lingkup UPTD; 
e. 	merumuskan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi 

umum; 
f. 	 merumusan dan nienjabarkan kebijakan teknis penyelenggaraan 

adrninistrasi urnum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan 
perlengkapan UPTD; dan 

g. :melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk 
:kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan 
.peraturan perundang-undangan ya!lg berlaku. 



Bagian Kesembilan 
UPTD Budidaya Ikan 

Pasa! 29 

(1) UPTD Budj.daya Ikim mempunyai tugas me1aksanakan sebagian tugas dinas 
dibidang teknis budidaya dan pembenihan ikan. 

(2) 	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lJPT 
Budidaya Ikan mempunyai fUngsi: 
a. 	 perencanaan teknis di bidang budidaya dan pembenihan ikan; 
b. 	pelaks8.naan teknis di bidang budidaya dan pembenihan ikan; dan 
c. 	 pe!aksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dl bidang budidaya dan 

pembenihan ikan. 

Pasa130 

(1) Kepa!a UPTD Budidaya lkan mempunyai tugas memimpin, 
mengkoordinasikan dan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT 
Budidaya Ikan dibidang teknis budidaya ikan. 

(2) 	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
UPTD Budidaya Ikan menyelenggarakan fungsi: 
a. 	perencanaan teknis di bidang budidaya dan pembenihan ikan; 
b. 	pelaksanaan teknis di bidang budidaya dan pembenihan ikan; dan 
c. 	 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dl bldang budidaya dan 

pembenihan ikan. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala UPTD Budidaya Ikan mempunyai rincian tugas: 
a. 	 menyusun reneana program dan kegiatan Budidaya Ikan; 
b. 	 melaksanakan penYusunan terhadap kebutuhan sarana prasarana 

pendukung dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi 
serta distribusi barang dilingkungan Budidaya 1kan; 

c. 	 melaksanakan dan pengendalian urusan surat menyurat, kearsipan, 
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di 
Budidaya Ikan ; 

d. 	 membaJ.1.tu kepala uinas dalam mengendalikan kegiatan pejabat 
fUngsional pada Ikan Budidaya; 

e. 	 melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap 
pengelolaan induk, calon induk, benm, teknologi terapan, hama dan 
penyakit ikan, manajemen lingkungan perairan, pasar ikan, UPR serta 
perikanan air tawar pacta umumnya di Budidaya Ikan; 

f. 	 menyusun reneanapengembangan kualitas perikanan air tawar di 
Budidaya Ikan; 

g. 	 melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan 
tugas/kegiatan Budidaya Ikan; 

h. 	 membuat Standar Operasional Produksi (SOP) teknik pembenihan di 
UPTD Budidaya Ikan; 

i. 	 melaksanakan p(~mbinaan dan bimbingan teknis pembenihan kepada 
masyarakat da'am rangka peningkatan produksi, manajemen 
Iingkungan perairan, budidaya ramah lingkungan, dan pemasaran; 

j. 	:menyediakan cal,m induk unggul ika11. yang berkualitas bagi UPR dan 
'benih yang berk :lalitas bagi pembudidaya dan dalam sertifikasi CPIB 
:dan CBIB; 

k. 	'melaksanakan bimbingan pencegahan serta pemberantasan barna, 
.penyakit ikan dan manajemen lingkungan perairan; 

~.,----.- ~. 	 .
;;-'), ! "17'. ," . 
~.rJ H '-: 'i;l ~ /----/..:..4'j:,!.J. 

http:membaJ.1.tu


1. 	 melaksanakan pengumpulan, pengelolaan informasi, serta mengelolah 
sistem informasi pasar ikan; 

m. 	melaksanakan pembinaan perbenihan, bimbingan manajemen usaha, 
layanan pelatihan bagi pembenih (UPR) , pembudidaya ikan, praktek, 
magang, kerja la.pangan dan sosialisasi komoditas baru hasil kqji terap 
induk unggul; 

n. 	 menilai prestasi kerja PNS dilingkup UPTD Budidaya Ikan berdasarkan 
sasaran kerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk 
dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian prestasi kerja Pegawai 
Negeri Sipil; dan 

o. 	 melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan 
berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal31 

(1) 	 Kepa\a Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD 
Budidaya lkan dibic'ang tata usaha. 

(2) 	 U'1tuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : 
a. 	penge\olaan a.dministrasi umum, kepegawaian dan perencanaan 

keuangan Unit F-daksana Teknis Budidaya 1kan; 
b. 	pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan Unit 

Pelaksana Teknis Budidaya Ikan; dan 
c. pelRksanaan adrninistrasi pelaporan; 

(3) 	 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas: 
a. 	 menyusun progl'am kerja dan kegiatan tata usaha dilingkungan Unil 

Pelaksana Teknis Budidaya Ikan; 
b. 	 melaksanakan dan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, 

dokumentasi, kepegawaian dan urusan keuangan di lingkungan Unit 
Pelaksana Teknis Budidaya Ikan; 

c. 	 melaksanakan u.rusan perlengkapan, rumah tangga, dan pemeliharaan 
kantor di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Ikan; 

d. 	 melaksanakan penyusunan terhadap kebutuhan dan distribusi barang 
di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Ikan; 

e. 	 melaksanakan t!valuasi program dan pelaporan pelaksanaan urusan 
kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Ikan; dan 

f. 	 melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah pimpinan 
berdasarkan Standar Norma dan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

. Bagian Kesepuluh 
UPTD Kawasan Perairan Umum 

Pasa132 

- ". (1) UPTD Kawasan Perairan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
~ 	 tugas dinas dalam hal pelayanan teknis operasional pengelolaan kawasan 

perairan umum dalam rangka pengembangan kegiatan perikanan 
berkelanjutan. 



(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uno 
Kawasan Perairan Umum mempunyai fungsi: 
a. 	perencanaan teknis pengelolaan kawasan perairan umum; 
b. 	 pelaksanaan teknis pengelolaan kawasan perairan umum; dan 
c. 	 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan berkaitan teknis 

operasional pengelolaan kawasan perairan umum. 

Pasa133 

(1) 	Kepala UPTO KawHsan Perairan Umum mempllnyai tugas memimpin, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas uno Kawasan 
Perairan Umllm. 

(2) Untllk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
uno Kawasan Peralran Umum mempunyai fungsi: 
a. 	penyusunan rencana' kegiatan UnD Kawasan Perairan Umum sesuai 

program yang dite~pkan oleh Oinas; 
b. 	 pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya 

perik;anan perairan umum; 
c. 	 pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, umum dan rumah 

tangga UPT Kawasan Perairan Umllm; dan 
d. 	pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan un Kawasan 

Perairan Urnurn. 

(3) 	Untuk melaksanakan fungsi sebagairnana di~aksud pada ayat (2), Kepala 
uno Kawasan Perairan Umum mempunyai rincian tugas: 
a. 	meniimpinclan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan 

UPTO KawasaJ;. Perairan Umum yang menjadi tugas dan 
kewenangannya; 

b. 	 menyiapkan' ba.han kebijakan, rnelaksanakan pembinaan dan 
mengkoordinasikan kegiatah UPTO Kawasan Perairan Umum; 

c. 	 menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedomal1 dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain 
yang berhubungan d€mgan unD Kawasan Perairan Umum; 

d. 	menyusun rencalla operasional kegiatan UPTD Ka,vasan Perairan Umum 
sesuai program yang ditetapkan oleh Oinas; 

e. 	 mengkoordinasikm dan pembagian tugas-tugas kepada bawahan sesuai 
dengan tugas ma,sing-masing; 

f. 	 melaksanakan dan mengen.dalikan urusan surat menyurat, kearsipan, 
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umurn dan rumah tangga UPTO 
Kawasan Perairan Umum; 

g. 	 membantu kepa.la Oinas dalam mel1gendalikan kegiatan pejabat 
fungsional pada uno Kawasan Perairan Umurn; 

h. 	menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang 
perikanan di perairan umum; 
melaksanaan pembinaan pelaku usaha perikanan perairan urnum 
berkaitan teknis operasionaJ usaha perikanan; 

L 

j. 	 melaksanaan fungsi tambahan yaitu pembinaan UPR dan Pembudidaya 
yang berada di sekiW perairan umUmj 

1<. melaksanaan monitoring sumberdaya perairan umum berkaitan dengan 
kualitas air, hama dan penyakit ikan serta aktifitas kegiatan usaha 

. perikanan;
-~ 1. 	 melaksanaan penyampaian informasi teknologi yang berkaitan dengan 

usaha eli bidang perikanan eli kawasa.n perairan urnum; 



m. meJaksanaan kaji terap teknologi dan uji lapangan serta percontohan 
usaha perikanan diperairan umum; 

n. 	mengkoordinasik:m dan konsultasi tugas-tugas dengan instansi terkait; 
o. 	 membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan UPTD 

Kawasan Perairan Umum; 
p. 	menilai prestasi kerja PNS di lingkup UPTD Kawasan Perairan Umllm 

berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah 
di capai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi 
ker:ja PNS; dan 

q. 	 melaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan 
untuk kelancaran pelaksanaan tllgas berdasar standar norma dan 
peraturan yang berlakll. 

Bagian Kescbelas 
UPTD Bala! Pelaksana PenYllluhan Pertanian 

Pasa134 

(1) 	 UPTD Balai Pelaksana Pelaksana Penyuluhan Pertanian mcmpunyai 
tugas: 
a. 	 merencanakan dan mensinkronisasikan kegiatan penyuluhan 

pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian; 
b. 	 melaksanakan pengembangan dan peningkatan dan peningkatan 

kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di BPP dan 
Posluhdes, kelembagaan petani, penyulllh pertanian dan 
peningkatan ka.pasitas SDM pertanian; 

c. 	 'menyusun dan menyebarll.laskan materi dan informasi penyuluhan 
pertanian; dan 

"~ d, mengelola satuan administrasi pangkal penyuluh pertanian. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, mempunyai fungsi ; 
a. 	 penyusunan kebijakan penyuluhan; 
b. 	 penyusunan programa penyuluhan kabupaten yang sejaJan dengan 

kebijakan dan prograrna provinsi dan nasionaJ; 
c. 	 satuan administrasi pangkal (SatminkaJ) penyuluh pertanian 

pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas pada tingkat kabupaten; 
d. 	 pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan; 
e. 	 peiaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, penyebaran 

mated penyulnhan bagi pelaku utarna dan pelaku usaha; 
f. 	 pe!aksanaan pengembangan kerja sama serta kemitraan 

penyuJuhan; 
g. 	 pengeJoJaan kdembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana; 
h. 	 pengelolaan pcmbiayaan penyuluhan; 
1. 	 penumbuhke;J1bangan kelembagaan peJaku utama dan pelaku 

llsaha; 
J. 	 fasilitasi forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; 
k. 	 pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swasta dan 

Swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; 
l. 	 pelaksanaan suvervisi, monitoring dan evaJuasi penyuluhan di BPP 

dan pos penY1..:1uhan pertanian; 
m. 	 pelaksanaan dan pengelolaan ketatausahaan UPTD Balai Pelaksana 

Penyuluhan PI~rtanian; dan 



n. 	 melaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh 
pimpinan untuk ke1ancaran pelaksanaan tugas berdasar standar 
norma dan peraturan yang berlaku. 

Pasa! 35 

(1) 	 Kepala UPTO Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas 
melaksanakan pen:li.lSUnan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang 
penyuluhan pertanian ditingkat kabupaten. 

(2) 	 Untuk melaksanakm tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
U PTO Balai Pelrlksc.na Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi : 
fl. pellyiapan bahan perencanaan clan program kelja teknis dibidang 

penyuluhan pertanian; 
b. 	 pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan 

dilingkup UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian; dan 
c. 	 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapm-an lingkup UPTD Balai 

Pelaksana Penyuluhan Pertanian. . 

(3) 	 Untuk meiaksanakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai rincian 
tugas: 
a. 	 melaksanaan penyusunan program penyuluhan pertanian di tingkat 

kabupaten; 
b. 	 menyelenggaraan penyuluhan pertanian berdasarkan program 

penyuluhan di tingkat Kabupaten; 
c. 	 menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana 

vroduksi, pembiayaaE, dan pasar; 
d. 	 memfasilitasi ;,)eningkatan kapasitas penyuluh pertanian secara 

berkelanjutan;
-< 	 e. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan 

pengembangan modal usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha; 
f. 	 melaksanakan suvelVlSl, monitoring dan pelaporan terhadap 

penyelenggaraan dan dampak penyuluhan yang dilakukan oleh 
penyuluh di lapangan; 

g. 	 menilai presta~;i kerja bawahan di lingkup UnD Balai Pelaksana 
Penyuluhan Pertanian berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai 
sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan ke.rier dan 
sasaran kerja pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan 

h. 	 melaksanakan tugas uinas lain yang diberikan atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan standar normal dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasa136 

(1) 	 Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD 
dibidang Tata Usaha. 

(2) 	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. 	 pelaksanaan dalam penyusunan dan perencanaan kegiatan penyuluhan 

pertanian; 
b.· 	pengelola administrasi umum, kepegawaian, dan pengelolaan keuangan 

UPTO; 

K SA. IOpb H 
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c. 	 pengelola. kearsipan, kerumahtanggaan dan perJengkapan. UPTD Balai 
Pelaksana Penyuluhan Pertanian; dan 

d. pelaksanaan monitoring .evaluasi dan pelaporan di lingkungan UPTD. 

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rindan tugas: 
a. 	 melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, 

kepegawaian dan urusan keuangan di lingkungan UPTD; 
b. 	 meJaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan 

kantor UPTD; 
c. 	 Menyusun program kerja dan menyiapkan bahan serta 

mengkoordinasikan program dan kegiatan; 
d. 	 menyiapkan bahan perencanaan dalam rangka penyusunan bahan 

kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi 
pengembangan teknologi. 

e. 	 penyiapan bahan perencanaan dan anaHsis kebutuhan di lingkup 
UPTD; 

f. 	 pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di 
lingkungan UPTD; 

g. 	 mengkoordinasikan kegiatan dengan kelompok jabatan fungsional; 
h. 	 melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program serta 

kegiatan UPTD; 
i. 	 melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan 

standar, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian keduabelas 
UPTD Kebun Induk Kopi 

Pasa137 

.< (1) 	 UPTD Kebun Induk Kopi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan 
kebun kopi secara teknis dan operasional sesuai kaidah-kaidah 
pembangunan kebun induk kopi; 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Kebun Induk Kopi mempunyai fungsi: 
a. 	 perencanaan teknis dibidang kebun induk kopi; 
b. pe1aksanaan teknis dibidang kebun induk kopi; dan 
c. 	 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan UPTD. 

Pasa138 

(1) 	 Kepala UPTD Kebun Induk Kopi mempunyai tugas memimpin, menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pengembangan 
komoditas kopi. 

(2) 	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala UPTD Kebun Induk Kopi mempunyai fungsi: 
a. 	pelaksanaan perencanaan kegiatan dibidang pengembangan komoditas 

kopi; 
b. 	pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan 

serta instansi terkait; dan 
b. pelaksanaan peningkatan hasil kebun induk kopi. 



(3) 	 Untuk menyelenggarakan fungsl sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), 
Kepala UPTD Kebun Induk kopi mempunyai rincian tugas: 
a. 	menyusun rencana dan program kerja UPTD Kebun Induk Kopi; 
b. 	melakukan koordinasi dengan sekretaris dan para kepaia bidang di 

lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakanj 
c. 	 menyusun petunjuk teknis pengelolaan kebun induk, pelayanan dan 

pengawasan peredaran mutu benih dilingkungan UPTD Kebun Induk 
Kopi; 

d. 	melaksanakan kegiatan peningkatan produksi serta penyaluran hasil 
kebun berdasarkan kebijakan Dinas; 

e. 	 melaksanakan pelayanan sertifikasi dan peredaran mutu benih; 
f. 	 rnelaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan UPTD; 
g. 	 menilai prestasi kelja bawahan di lingkup UPTD Kebun Induk Kopi 

berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan pertimbangan 
dalam meningkatkan karier dan sasaran kelja pegawai (SKP) Pegawai 
Negeri Sipil; 

h. 	melaksanakan tngas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh 
atasan; dan 

L 	 melaporkan hasil pe1aksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perkebunan 
dan Peternakan. 

Pasa139 

(1) 	 Kepaia Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tUgas membantu Kepala UPTD 
Kebun Induk kopi dibidang tata usaha. 

(2) 	 Untuk menyelenggmakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perencanaan 

keuangan UPTD Kebun Induk kopi; 
b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perJengkapan UPTD 

Kebun lnduk kopi; dan 
c. pelaksanaan adrninistrasi pelaporan UPTD Kebun Induk KopL 

(3) 	 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas: 
a. 	 menyusun program kelja dan kegiatan tata usaha dilingkungan Unit 

Pelaksana Teknis Kebun Induk kopi; 
b. 	 melaksanakan dan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, 

dokumentasi, kepegawaian dan urusan keuangan di lingkungan Unit 
Pelaksana Teknts Kebun Induk kopi; 

c. 	 melaksanakan urusan pedengkapan, rumah tangga, dan pemeliharaan 
kantor di lingkullgan Unit Pelaksana Teknis Kebun Induk kopi; 

d. 	 melaksanakan penyusunan terhadap kebutuhan dan distribusi barang 
di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kebun Induk kopi; 

e. 	 melaksanakan evaluasi program dan pelaporan pelaksanaan urusan 
kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kebun Induk kopi; 
dan 

f. 	 melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah pimpinan 
berdasarkan Standar Norma dan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 



B",gian KetigabeJas 
UPTO Pusat Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak 

, ,t,q
-' 

Pasal 40 

(1) UPTO Pusat Kese!latan Hewan dan Pengembangan Temak mempunyai 
tugas: 
a. melakukan keg,iatan pelayanan kesehatan hewan dan pengembangan 

temak di wilayah keljanya; dan 
b. melakukan konsultasi veteriner dan pembinaan dibidang kesehatan 

hewan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (11. 
UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak mempunyai 
fungsi: 
a. pelaksanaan penyehatan hewan sebagai upaya medik; 
b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat vcteriner; 
c. pelaksanaan epidemiologik; 
d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; 
e. pemberian pclayananjasa veteriner Dokter Hewan; dan 
f. pemberian pelayanan budidaya dan penyebaran temak serta 

pelayanan Inseminasi Buatan (IB). 

Pasa141 

(1) KepaJa UPTD Puaat Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak 
mempunyai tugas memimpin, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 
dan sinkronisasi dalam pelayanan kesehatan hewan dan pengembangan 
ternak di wilayah ke:rjanya. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak 
mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan perencanaan kegiatan di bidang kesehatan hewan dan 

pengembangan ternak; 
b. pelaksanaan urusan ketatausahaaDj 
c. pelayanan kesehatan hewan, kesehatan mayarakat veteriner dan 

reproduksi; 
c. pelaksanaan epidemiologi dan informasi veteriner; dan 
d. pe1aksanaan pengembangan dan penyebaran ternak. 

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
UPTO Puskeswan dan Pengembangan Ternak Dinas Peternakan dan 
Kesehatan Hewan mempunyai rincian tugas: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan 

Hewan dan Pengembangan Ternak; 
b. melaksanakan dan pengendalian urusan surat menyurat, kearsipan, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan rumah tangga 
UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak; 

c. membantu Kepala Dinas dalam mengendalikan Kegiatan Pejabat 
Fungsional pada Pusat Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak; 

d. melaksanakan urusan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat 
veteriner dan l'eproduksi, epidemiologi dan informasi veteriner serta 
pengambangan temak; 

e. melaksanakan penerapan teknologi peternakan; 



f. me1aksanakan pengembangan dan penyebaran ternak; 
g. 	 melaksanakan pelayanan Inseminasi Buatan pada ternak; 
h. melaksanakan sosiruisasi program peternakan; 

, i. meningkatkan kesehatan hewan; 
j. 	 mencegah agar hewan tidak sakit; 
k. 	 melakukan pcnyembuhan terhadap penyakit baik seCara 

medikamentosa/menggunakan obat-obatan maupun secara medik 
bedah dan tindakan lainnya; 

l. 	 mengupayakan pemulihan pasca hewan sakit; 
m. 	 melaksanakan layanan medik reproduksi; 
n. 	 memberikan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; 
o. 	 melaksanakan epidemioligik; 
p. 	 membuka layanan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; 
q. 	 memberikan pelayanan jasa veteriner Ookter Hewan; 
r. 	 memberikan pelayanaIl budidaya dan penyebaran ternak serta 

pelayanan Inseminasi Buatan (IB). 
s. 	 melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang 

pelaksanaar! tllgas/kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan 
J-lewan (Puskeswan) dan Pengembangan Ternak; 

t. 	 menilai prestasi kerja dilingkup UPTO Puskeswan dan Pengembangan 
Ternak berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk 
dipergunakan karir dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipi! 
(SKP); dan 

u. 	 melaksanakan tugas-tugas lain sesual dengan perintah atasan 
berdasarkan Standar Norma dan Peraturan Perundang-undangan 
yang berJaku. 

Pasa! 42 

-< (1) 	 KepaJa Sub Bagia:, Tata Usaha VPTD Pusat Kesehatan Hewan dan 
Pengembangan Ternak mempunyai tugas membantu KepaJa VPTO PUS8t 

Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak dibidang tata usaha. 

(2) 	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
KepaJa Sub Bagian Tata Vsaha mempunyai fungsi: 
a. 	 pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perencanaan 

keuangan UPTO Puskeswan dan Pengembangan Ternak; 
b. 	 pengelolaan kearsipan., kerumahtanggaan dan perlengkapan UPTO 

Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan Pengembangan Ternak; dan 
c. 	 pelaksanaan administrasi pelaporan UPTO. 

(3) 	 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KepaJa 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas: 
a. 	 menyusun program kerja dan kegiatan tata usaha dilingkungan UPTO 

Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan Pengembangan Ternak; 
b. 	 melaksanakan dan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, 

dokumentasi, kepegawaian dan urusan keuangan di lingkungan UPTO 
Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan Pengembangan Tel'nak; 

c. 	 melaksanakan llrusan perlengkapan, rumah tangga, dan pemeliharaan 
kantor di lingkungan UPTO Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan 
Pengembangan Ternak; 

d. 	 melaksanal:an penyusunan terhadap kebutuhan dan distribusi barang 
di lingkungan UPTO .Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan 
Pengembangan '"ernak; 



e. 	 melaksanakan evaluasi program dan pelaporan pelaksanaan urusan 
kepegawaian di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) 
dan Pengembangan Ternak; dan 

f. 	 melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan 
berdasarkan Standar Nanna dan Peraturan Perundang-undangan yang 
beriaku. 

Bagian keempatbelas 
UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia 

Pasal44 

(1) 	 UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia mempunyal tugas 
melaksanakan pengelolaan pemotongan hewan dan sarana dan prasarana 
Rumah Potong Hewan. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTO 
Rumah Potong Hewan Ruminansia mempunyai fungsi: 
a. 	 perencanaan telmis dibidang rumah potong hevvan ruminansia; 
b. 	 pelaksarlaan teknis dibidang rumah potong hewan ruminansia; dan 
c. 	 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan UPTD. 

Pasa] 45 

(J I 	 1(,. ')a1a U PTD RUinah Potong Hewan Ruminansia mempunyai tugas 
memimpin, mener;lpkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
dalam pclayanan rK,~l:<Banaan pemotongan dan sarHna dan prasarana RPH. 

(2) 	 Untuk mcnyelenggu-akan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 L 
Kcpal", UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia mempunyai fungsi: 
a. 	 pelaksanaan tug,,,s teknis clibiclang proses pemotongan hewan; 
h. 	 pe1aksanaan bimbingan clan pembinaan terhadap pe1aku usaha 

pernotongan hC\\,Ul; 

c. 	 pelaksanaan per:ltmgutan retribusi RPH; 
£1, 	 pengelolaan adlllinistrasi umum yang meliputi keuangan, kepegawaian, 

perlcngkapan, surat-menyurat dan pelaporan; dan 
e. 	 pengawasan clan pengendalian pemotongan 1~e'\'aJ1. 

(3) 	 Untuk melaksanak.:m fungsi sebagaimana dimaksud pacta ayat (2), Kepala 
UPTD f~umah Poton~ Hewan Ruminarisia mempllnyai rincian tugas: 
a. 	 memimpin, mercncanakan, melaksanakan dan mengkoorclinasikdfl 

kebijakan J<epab Oinas dalam pengelo]aan manajemen Rumah Potong 
Hewan (RPH) Ruminansia; 

b. 	 melaksanakan danpengendalian urusan surat menyurat. kearsipan. 
kepcgawaian, ke .langan, perlengkapan, urnum clan rumah tangga Umf. 
Pelaksana Teknis, Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia: 

-.'~. c. 	 mernbantu KepaJa Oinas dalam mengendalikan Kegiatan Pejabat 
Pungsional pada Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia; 

d. 	 mengelola dan merawat sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan 
(RPH) Ruminansia; 

e. . melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhactap pelaku usaha 
~ pemotongan hewan; 

, 



f. 	 mcla ksanak:l.ll mo nitoring. eva 1 wls i da n pf'lapo ran ten tang pelc=\l(Sall cH111 
tu gas / kegiata n 'j nit Pela ksa na Teknis Ru m a h Poton g Hewa n (RPH) 
Ru rn i t1ansia : 

g, 	 nwnil~li p rest, , ~', k ,rj a el i jingk u p U,'TO Rumah Puton g Hev.' ;:IJl 
hel dasarkan ha~il kerja y ang telah d icapai sebagai bah a n pertimbangall 
c!abm meningkcltkan karit' r cl a n sa sara n kerj a pegawai (SKP) Pegawai 
Neg('ri Sipi l; clem 

h 	 me In k s,mel. kcUl rugas-'cu gas bin seSU Cl, 1 dengan perintah ,iL1S:lll 
bcrdasarkan S ta :lclar Norma clan Peraturan f)eru ndang-unc!angan \;~!,,~ 

berl c-J.ku , 

Pasal46 

(1 ) J<. epala Sub Bagian Ta ta Usaha mempunyai tu gas membantu Kepala UPTI) 
:-<.umah Poton g Hf.'\v, m Rumi n a n s ia d ibid ang tata usaha , 

(2) 	 Untuk lllcnye lengg" ra ka :::1 tu gas sebagaimana dimaksud pad a a,vat (1 i 
Kepala S ub Bagic;1Jl " ata Usaha mem punya i fungsi: 
a , pengelo1aan acL-:l in istra::; i umum , kepegawaian dan perencan aa,n 

keuangan U PTD Rumah Potong Hewa.'1 Ruminansia; 
b. 	 pengelo1aan kea rsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan U fYf D 

Rumah Poton g f ie-wan Ruminansia ; dan 

c , pelaksanaan adm inistrasi pelaporan . 


(3) 	 Untuk melaksanak' n fu n gsi sebagaim an a dimaksu d pada ayat (2), KepaJ8 
Suh Hngia n Tata lh 1ha m cm punyai r in cian tu gas: 
a, mellYlIs un prog' 1m koja dan kegiatan ta ta u sah a di li ngkungan UfYrD 

J~lIm clh Po ton g tif'wa n Ru minansia ; 
b , mcla ksanakan dan pengelolaan surat mcnyurat, kearsip811 , 

ciokumcntasi , k('pegawa icm clan u rusan keuangan di lin gkungan UP1'[) 
-( Ru mah Potong [-jewa n Ru m inansia ; 

c , mclaksan a ka n L' I'U San pcr lcllgkapan , r um a h tanggcl , dan pem clih araan 
kantor d i lingk u ' Igan UPTO Ruma h Poton g Hevvan Ruminan sia ; 

d, md,lksanakan I ':llyu sunan Lcrhadap kebutuha n dan d istribusi Laran~ 
til lingkung;1ll ~I Rumah Pc)wng Hev,'a:1Ruminansia;1\'1) 

c, 	 l1wlaksanak<.!l1 '1i;:L]ua s i program dan pe]aporan pelaksanaan u ru san 
h l)l,~",\;'tidl' (II .,~LllngaJ1 LI['TD l\.ulllah POlong !!{'",an Ruminoli si,l. 
d ,I 

Illt'I:(:~;;,.ll:il ... ;\rJ l',:gas -tLlg:lS lain SeSllC1J ckngan pcrintah ,It,lSZ1 

bel' lasarkan St~ ,!ld ar Norma dan Peratltran IJerund8.ng-undangall .\'cmg 
\Jcrl ;tku , 

Ba gi;1.11 Kcli m a bclas 
\.. "!' L) Pen ge101aan Kebun l~aya Li\va 

Pa sa] 47 

(1) UPTD Pengclolaan Kebun Raya Liwa mempunyai tugas teknis operasiona l 
di bid a ng konserva si berbagai jenis tumbuhan , reintroduks i tumbuhan 
langka, memfasilitas i pembangunan kawasan konservasi secaraex situ, in 

~ situ dan pendidikan lingkungan. 

http:Bagi;1.11
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(2) 	 Untuk melasanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Pengelola Kebun Raya Liwa mempunyai fungsi: 
a. 	 perencanaan teknis dibidang pengelola kebun raya liwa; 
b. 	 pelaksanaan teknis dibidang pengelolaan kebun raya liwa; 
c. 	 pelayananjasa dibidang pengelolaan kebun raya liwa; dan 
d. 	 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan 

kebun raya liwa. 

Pasal48 

(1) 	 Kepala UPTD Pengelolaan Kebun Raya Liwa mempunyai tugas memimpin, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD 
Pengelolaan Kebun Raya Liwa. 

(2) 	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala UPTD Pengelolaan Kebun Raya Liwa mempunyai fungsi: 
a. 	 pelaksanaan perencanaan kegiatan pengelolaan Kebun Raya Liwa; 
b. 	 pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penelitian 

bidang konservasi ex situdanin situ tumbuhan; 
c. 	 pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian UPTD; 

dan 
d. 	 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan kegiatan UPTD 

Pengelolaan Kebun Raya Liwa. 

(3) 	 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
unD Pengeloiaan Kebun Raya Liwa mempunyai rincian tugas: 

a. 	 menyiapkan baban perumusan kebijakan bidang konservasi ex situ dan 
in situ tumbuhan tropikaj . 

b. 	 menyusun pedoman, pembinaan dan memberikan bimbingan teknis 
penelitian bidang konservasi ex situ dan in situ tumbuhan tropika; 

c. 	 menyusun rencana dan program serta melaksanakan penelitian bidang 
konservasi ex situ dan in situ tumbuhan tropika; 

d. 	 memantau pemaiuaatan hasil penelitian bidang konservasi ex situ dan 
in situ tumbuhan tropika; 

e. 	 memberikan layanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi bidang 
konservasi ex situ dan in situ tumbuhan tropika; 

f. 	 memfasilitasi pembangunan kawasan konservasi ex situ dan in situ; 
g. 	 melaksanakan Inventarisasi permasalahan pengembangan teknologi 

Kebun Raya Liwa diwiJayah keIjanya dalam rangka merumuskan 
langkah-langkah pemecahannyaj 

h. 	 menghimpun, mengolab baban dan data yang berhubungan dengan 
pengembangan teknologi Kebun Raya Liwa di wilayab keIjanya dalam 
rangka pelaksanaan tugas; 

i. 	 melaksanakan koordinasi kegiatan pengembangan teknologi dalam 
rangka memperlancar pelaksanaan tugas; 

j. 	 melaksanakan kaji terap teknologi anjuran sesuai kebutuhan 
pengembangan Kebun Raya Liwa; 

k. 	 melaksanakan urusan ketatausabaan keuangan, umum dan 
kepegawaian UPTD; 

1. 	 melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan kegiatan UPTD 
Pengelola Kebun Raya Liwa; 

m. 	menilai prestasi keIja dilingkup UPTD Pengelolaan Kebun Raya Liwa 
bc::rdasarkan hasil kerja yang telab dicapai untuk dipergunakan karlr 
dan penilaian Sasaran KineIja Pegawai Negeri Sipil (SKP); dan 



n. 	 melaksankan tugas~tugas lain sesuai dengan perintah atasan 
berdasarkan standar nama dan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. . 

Pasal49 

(1) 	 KepaJa Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu KepaJa UPTD 
Pengelola Kebun Raya Liwa dibidang Tata Usaha. 

(2) 	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. 	 peJaksanaan dalam penyusunat-:t dan perencanaan kegiatan Pengelola 

Kebun Raya Liwa; 
b. 	 pengelola administrsi umum, kepegawaian, dan Pengelolaan keuangan 

UPTD; 
c. 	 pengelola kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan UPTD; dan 
d. 	 pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan dilingkungan sub 

bagian Tata Usaha dan UPTD. 

(3) 	 Untuk melaksanakan fungsl sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas: 
a. 	 melaksanakan pengeloJaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, 

kepegawaian dan urusan keuangan dilingkungan UPTD; 
b. 	 melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan 

kantor UPTD; 
c. 	 menyusun program kelja dan menyiapkan bahan serta 

mengkoordinasikan program dan kegiatan; 
d. 	 menyiapkan bahan perencanaan dalam rangka penyusunan bahan 

kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi 
pengembangan teknologi; 

e. menyiapkan bahan perencanaan dan analisis kebutuhan di lingkup 
-'f' - UPTD;, 

f. 	 melaksanakan pengu mpulan, pengolahan dan penyajian data di 
lingkungan UPTD; 

g. 	 mengkoordinasikan kegiatan dengan kelompok jabatan fungsional; 
h. 	 melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program serta 

kegiatan UPTD; dan 
1. 	 melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan 

standar, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Keenambelas 
UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Pasal50 

(1) 	 UPTD Dinas Kependudukan da.'l Pencatatan Sipil mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan 
pencatatan sipil. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Disdukcapil mempunyai fungsi: 
a. perencanaan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipi1; 
b. pelaksanaan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil 
c. pelayanan jasa dibidang kependudukan dan pencatatan sipi1; dan 
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kependudukan

• dan pencatatan sipil. 



Pasal51 

(1) 	 Kepala UPTD Dinas Kependudukan dan' Pencatatan Sipil mempunyai 
tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh 
kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang pelayanan pendaftaran 
penduduk dan pelayanan pencatatan sipil. 

(2) 	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Kepala UPTD Dinas' Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai 
fungsi: 
a. 	 penyusunan rencana dan program keIja kegiatan pelayanan 

pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil; 
b. 	 penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis kegiatan pelayanan 

'pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil dilingkup UPT; 
c. 	 penyiapan bahan 'pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran 

penduduk dan pela.yanan pencatatan sipil dilingkup UPT Disdukcapil; 
d. 	 pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan umum dan 

kepegawaian dilingkup UPTD; dan 
e. 	 pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pada UPTD. 

(3) 	 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
UPTD Disdukcapil mempunyai rincian tugas: 
a. 	 memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di 

lingkungan uprD yang menjadi tugas dan kewenangannya; 
b. 	 mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta' bahan-bahan lain yang 
berhubungan dengan bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan 
peJayanan pencatatan sipil; 

c. 	 pelaksanaan penyusunan rencana dan program keIja sebagai bahan 
pelaksanaan kegiatan UPTO; 

d. 	 menghimpun dan mempeJajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 
lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPTD sebagai 
pedoman dan landasan kelja; 

e. 	 mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 
permasalahan, mencari pemecahan masalall yang berhubungan 
dengan tugas-tugas bidang pelayanan pendaftaran pendudui{ dan 
pelayanan pencatatan sipil; 

f. 	 memberikan pe1ayanan infonnasi mengenai ketentuan-ketentuan yang 
berkaitan dengan administrasi kependudukan; 

g. 	 melaksanakan kegiatan pelayanan pemlaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil di lingkup UPTD; 

h. 	 menerbitkan dan menandatangani dokumen hasil pelayanan 
pendaftaran penduduk yaitu biodata penduduk, KK, KIA, KTP-el dan 
surat keterangan pindah dan dokumen hasil pelayanan pencatatan 
sipil seperti lahir mati, perubahan status kewarganegaraan, 
pembatalan· perkawinan dan pemba1:f!.lan perkawinan. Sedangkan 
untuk hasil pelayanan pencatatan sipillainnya seperti akta kelahinm, 
kematian, perka'Winan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak 
dan perubahan nama diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat 
Pencatatan Sipil pacta uno; 

i. 	 melaksanakan· monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada 
pimpinan; 



J. 	 menilai prestasi kerja PNS di lingkup UPTD Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan 
perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan 
dalam penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil; dan 

k. 	 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh plmpman 
untuk kelancaran tugas berdasarkan standar norma dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasa152 

(1) 	 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam 
pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, keuangan, 
kepegawaian dan evaluasi serta pelaporan; 

(2) 	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. 	 penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja kegiatan 

UPTD Disdukcapil; 
b. 	 pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program; 
c. 	 pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, rumah 

tangga, perlengkapan dan keuangan UPTD; dan 
d. 	 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan UPTD. 

(3) 	 Untuk melaksanakan fUll gsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas: 
a. 	 memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di 

lingkungan UPTD yang menjadi tugas dan kewenangannya; 
b. 	 menghimpun dan pempelajari peraturan perundang-undangan, 

>{". 	 kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 
lain dibidang ketatausahaan; 

c. 	 merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sub Bagian Tata Usaha; 

d. 	 menyiapkan bahan pcnyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan 
di UPTD Disdukcapil; 

e. 	 melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaarJ 
kantor pada UFYfD Disdukcapil; 

f. 	 melaksanakan admin istrasi surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi 
dan administrasi kepegawaian; 

g. 	 mengelola administrasi keuangan di lingkup UPTD Disdukcapil; 
h. 	 menyusun rencana dan kebutuhan anggaran kegiatan UPTD 

Disdukcapil; 
1. 	 pelaksanaan penyusLlnan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD 

Disdukcapil; dan 
J . 	 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpina n 

untuk kelancaran tugas berdasarkan standar norma dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 



BABV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 


Pasal53 

(1) 	 Kelompok jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan keahlian 
dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

(2) 	 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dati sejumlah tenaga fungsional yang 
diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangani 

(3) 	 Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 
senior yang ditunjuk; 

(4) 	 Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kelja; 

(5) 	Jerus dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

BABVI 

PENGANGKATAN DALAM JABATAN 


Pasal54 

(1) 	 Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan penuidang-undangan; 

(2) 	Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi syarat kompetensi sesuai dengan bidang urusan 
pemerintahan yang ditangani. 

BAB VII 

TATAKERJA 


Pasal55 

(1) 	 Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan singkronisasi dengan yang dipimpinnya. 

(2) 	 Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian 
internal dilingkungan masing-masing. . 

(3) 	 Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan 
bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahan. 

(4) 	 Kepala. UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap satuan organisasi eli bawahnya. 



I 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal56 

(1) 	 untuk membantu tugas UPTD BaW Penyuluhan Pertanian dibentuk BaW 
Penyuluhan Pertanian sebagai unit keIja non struktural yang 
berkedudukan di setiap keeamatan yang dipimpin oleh Koordinator 
Penyuluh Pertanian. 

(2) 	 BaW Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi 
sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan Pelaku 
Usaha; 

(3) 	 )3alaiPenyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) 
mempunyai tugas : 
a. 	 menyusun program Penyuluhan Pertanian keeamatan sejalan dengan 

programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota; 
b. 	 melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan programa 

Penyuluhan Pertanian; 
c. 	 menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, 

pembiayaan, dan pasar; 
d. 	 memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku 

Utama dan Pelaku Usaha; 
e. 	 memfasilitasi Peningkatan kapasitas penyuluh Pertanian PNS, THL-TB 

Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui 
proses pembelajaran secara berkelanjutan; 

f. 	 melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan 
pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; 

g. 	 memfasilitasi pengembangan Kelembagaan Penyuluh Pertanian 
Swadaya di desa/kelurahan (poWuhdes); dan 

h. 	 mengembangkan metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan 
karakteristik daerah dan kearifan lokal. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal57 

Pada sast Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka : 
1. 	 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 111 Tahun 2008 tentang UPT 

Kebun Induk Kopi Perkebunan pada Dinas Perkebunan; 
2. 	 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 130 Tahun 2008 tentang UPT 

Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan; 
3. 	 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 153 Tahun 2008 tentang Unit 

Pelaksana Teknis Budidaya Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan; 
4. 	 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor ,51 Tahun 2009 tentang Unit 

Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah (UPT-BLUD) Perkuatan 
Permodalan Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah (UMKM) pada Dinas 
Koperasi, Perindustrian, perdagangan dan Pasar; 

5. 	 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Balai 
Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K); 

/ 	 6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 50 Tahun 2011 tentang Unit 
Pelaksana Te1!:nis Pengdolaan Sarana Pariwisata pada Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan; 

OPD 




7. 	 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 40 Tahun 2014 tentang Unit 
Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu Pada Dinas 
Pekerjaan Umum; 

8. 	 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Unit 
Pel.ksana Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan; 

9. 	 Peraturan Bupati Lampung Baret Nomor 68 Tahun 2016 tentang Unit 
Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

10. 	 Peraturan Bupati Lampung Barat Nf)ll1or 69 Tahun 2016 tentang Unit 
Pelaksana Teknis Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Pada Dinas 
Lingkungan Hidup; 

11. 	 Peraturan Bupati Lampung Baret Nomor 70 Tahun 2016 tentang Unit 
Pelaksana Teknis Pengelola Kebun Raya Liwa Pada Badan Penelitian dan 
Pengembangan; 

12. 	 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Unit 
Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja. 

illcabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal58 
, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetshuinya 	 memerintshkan pengundangan 
daJam Berita Daerah Kabupaten 
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